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RENTJANA UNDANG-UONDANG POKOK KEDJAKSAAN DAN PERBEDAAN \ ’
PENAFSIRAN ANTARA PARA PENECAK HUKUM
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MENIMBANG : 1. Bahwa Undang~undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketene

“\ tuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia tidak sesuai lagi de -
— ngan susunan ketatanegaraan dalam pelaksanaan Undang-undang Da -

gar 1945 setjora murni 3

2. Bahwa perlu mempersiapkan suatu Rentjana Undangeundang Pokok Ke=
djakssan sebagai sunbangan pemikiran kepada Pemerintah 3

3. Behwa perbedaan penafsiran tentang Ketentuan-ketentuan Hukum A~
tjara Pidana entara Hekim, Djaksa dan Polisi sering mengganggu
kelant jaran dalem tugas pelaksanaan Penegakan Hukum chususnja -
didalam penjelesaian perkara

h, Bahwa perlu mentjeri djalan keluar dalam menanggulangi perbedaan
penafsiran tersebut diatas.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Kerdja Kedjaksaan Tahun 1972.
MENDENGAR ¢ Pendaspat dari para Djaksa Agung Muds.

MEMUTUSKANE

MENETAFPKAN : 1. Rantjangan Undang-undang Pokok Kedjaksean dalam Lampiran Surat -

’\ Keputusan ini sebagai Pemikiran Kedjakssan untuk didjadikan sum-

.

bangan kepada Pemerintah didalam menjusun suatu Undang-undang -
Pokok Kedjakeaan Jang baru

2. Usaha mntuk menanggulangi perbedaan penafsiran mengenai Ketentu-~
an-ketentuan Hukum Atjara Pidana entara Hakim, Djaksa dan Poliei
dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pedoman bagi seluruh
karyawan Kedjeksaon dalam usaha mengatasi hambatan-hambaten jang
timbul karena perbedaan-perbedaan penafsiran tersebut dalam prak
tek sehari-hari j

3. burat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal diteiapkan.

Ditetap dai
Pads tan

Djekarta.
39 Mei 1972,




